KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 580 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi,
efisiensi, - efektivitas, 'dan  akuntabilitas dalam
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kementerian Agama, perlu menyusun pedoman;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian
Agama.

.Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 " Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 846);
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7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkungan Kementerian Agama (Berita
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1945); :

Negara

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern  Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Agama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. B

Menetapkan Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Formulir SPIP-01 sampai dengan Formulir
SPIP-14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama dikoordinasikan
oleh Sekretariat Jenderal.

Evaluasi pelaksanaan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat
Jenderal.

Seluruh Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis padg
Kementerian Agama wajib melaksanakan SPIP sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya. |

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan SPIP sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pimpinan Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis wajib membentuk Satuan
Tugas SPIP yang selanjutnya disebut Satgas SPIP.

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, meliputi:

a. pengendalian tingkat organisasi/kebijakan; dan

b. pengendalian tingkat kegiatan/operasional.



KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

”

{4 LUKMAN HAKIM SAIFUDDINN
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5g0 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota
wajib  melakukan pengendalian  atas penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian  tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan  keuangan, pPengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, menyatakan bahwa Menterj
berwenang  melakukan pengendalian penyelenggaraan program
pembangunan di bidang agama untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dj lingkungan
Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan ayat (2) menyatakan bahwa Unit Kerja Mandiri bertanggung
Jawab menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris
Jenderal. '

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan
pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Kementerian Agama bagi seluruh Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis,
maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam
menerapkan Sistem Pengendaian Intern Pemerintah secara efektif di
lingkungan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis sehingga seluruh Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis memiliki mekanisme yang jelas dan dapat
dipantau secara periodik baik oleh pimpinan Satuan Kerja/ Unit Pelaksana
Teknis maupun Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1. Maksud '
Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan/ atau
pegawai Kementerian dalam pengembangan kebijakan, perencanaan
struktur dan fungsi pengendalian intern, serta sistem dan prosedur yang
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terkait dengan penera

pan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Kementerian Agama.

2. Tujuan:

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai melalui evaluasi
lingkungan pengendalian, rencana aksi serta pemantauan secara
berkala dan konsisten;

b. teridentifikasinya risiko baik tingkat organisasi/ kebijakan maupun
tingkat kegiatan/ operasional pada setiap Satuan Kerja/Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Agama;

terumuskannya rencana kegiatan pengendalian atas kelemahan

lingkungan pengendalian dan risiko yang teridentifikasi baik risiko

tingkat organisasi/ kebijakan maupun tingkat kegiatan/operasional
pada setiap Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Agama;

d. terkomunikasikannya kegiatan pengendalian atas kelemahan
lingkungan pengendalian dan risiko yang teridentifikasi baik risiko
‘tingkat organisasi/ kebijakan maupun tingkat kegiatan/ operasional,
kepada seluruh jajaran pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Agama dan penanggung jawab program/kegiatan secara
efektif;

€. terintegrasikannya proses penanganan risiko dalam kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja; '

f. terpantaunya seluruh proses pelaksanaan sistem pengendalian intern
pada Kementerian Agama secara berkala; dan

g. terlaporkannya pelaksanaan sistem pengendalian intern pada
Kementerian Agama secara tepat waktu.

3. Sasaran
a. tercapainya tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada
Kementerian Agama secara efektif dan efisiensi;
b. tersajinya laporan keuangan Kementerian Agama yang handal;

C. terwujudnya pengamanan aset negara/barang milik negara yang
efektif; dan

d. terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undang_an bagi
seluruh ASN Kementerian Agama yang optimal. '

C. Prinsip

Prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
‘Hal paling utama yang harus mendapatkan perhatian adalah
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula
langkah-langkah pengendaliannya juga harus memperhatikan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Berorientasi Jangka Panjang
Pengendalian tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek
tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya
secara jangka panjang.

3. Berimbang :
a. keputusan yang diambil dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern
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Pemerintah harus memperhatikan pemangku kepentingan

(stakehz_;lders} secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku
kepentingan (stakeholders) tertentu; dan

b. dalam Proses penerapan Si

Pemerintah

Faktor-faktor keberhasilan yang secara khusus terkait dengan keberhasilan
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:
1. adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;

2. adanya pihak yang ditetapkan yang secara langsung bertanggung jawab
untuk  mengoordinasikan pelaksanaan  Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

3. adanya kesadaran dari setiap orang di lingkungan Satuan Kerja/ Unit

Pelaksana Teknis terhadap prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami
manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan kegiatan yang efektif;
4. adanya kebijakan pengelolaan risiko (risk management policy) yang merinci

peranan dan tanggung jawab dari pimpinan dan pelaksana Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis;

S. adanya metodologi pengelolaan risiko yang menyeluruh;

6. adanya pelatihan untuk seluruh pimpinan dan pelaksana, baik pelatihan
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara umum untuk
tujuan kesadaran risiko (risk awareness) maupun pelatihan yang lebih rinci;

7.adanya pemantauan yang terus-menerus mengenai status pengelolaan
risiko; dan

8. adanya penguatan (reinforcement) yang mencakup Indikator Kinerja Utama

(Key Performance Indicators) (IKU/KPI), evaluasi individual, remunerasi, dan
sanksi.

E. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Pasal 4 PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Agama, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri
atas unsur:

Lingkungan Pengendalian;
Penilaian Risiko;

Kegiatan Pengendalian;

Informasi dan Komunikasi; dan
Pemantauan Pengendalian Intern.

U R W

F. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan



-

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan

aset negara, dan ketaataan peraturan perundang-undangan.

. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh

terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan

kementerian/ lembaga.

. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan dan sasaran instansij pemerintah.

- Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuaty dapat terjadi, sehingga dapat

berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit yang
memiliki  tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan

program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

. Pemilik Risiko adalah pimpinan unit yang memiliki tanggung jawab
terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai tugas

dan fungsi.

. Satuan Kerja yang diselanjutnya disebut Satker adalah satuan-satuan di

bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan

tidak memenuhi unsur-unsur yang menangani administrasi

kepegawaian, keuangan dan umum.

. Unit Pelaksana Teknis yang diselanjutnya disebut UPT adalah bagian
dari Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari
organisasi induknya.

. Menteri adalah Menteri Agama.
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BAB II
SATUAN TUGAS SPIP

Berdasarkan Pasal S Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011
te?ntang Penyelenggaraan Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah

A. Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat

Satuan Tugas SPIpP Kementerian Agama Pusat ditetapkan dengan
Keputusan Menteri. _

1. Struktur Organisasi

Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat terdir dari:
a. Pengarah adalah Menteri; '
b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal,;

¢. Wakil Penanggung Jawab adalah Direktur Jenderal dan Kepala
Badan; '

d. Pengendali Mutu adalah Inspektur Jenderal;
e. Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata
Laksana;

f. Wakil Ketua merangkap Anggota adalah Sekretaris Inspektorat
Jenderal; '

g Anggota adalah Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal,
Sekretaris Direktorat J enderal dan Sekretaris Badan;

h. UPR adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal, Badan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, Balaj Diklat, Balai Litbang, Asrama Haji dan
Madrasah Negeri (MAN /MTsN); _

1. Pemilik Risiko adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direktur Jenderal, Rektor/Ketua PTKN, Kepala Kanwil, Kepala
Kankemenag Kabupaten /Kota, Kepala Balai, Kepala Asrama Haji, dan
Kepala Madrasah Negeri (MAN/MTsN);

J. Koordinator SPIP adalah:

1) Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasj
Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Jenderal; :

2) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian dan

- Hukum pada Unit Eselon I Pusat.

k. Administrator adalah:

1) Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan
Internal pada Sekretariat J enderal; dan

2) Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Unit Eselon
I Pusat. : -

1. Sekretariat adalah:

1) Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan
Eksternal pada Sekretariat J enderal,;

2) Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja pada Sekretariat Jenderal;
dan :

3) Pelaksana dan pejabat fungsional pada Bagian Evaluasi Kinerja
Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro
Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal.



2. Tugas
a. Pengarah :
Pengarah bertugas men

Agama sesuai den
telah disusun.

garahkan penyelenggaraan SPIP Kementerian
gan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang

b. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab bertugas:
) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP baik tin
tingkat Sator/ Kerja/UPT;

2) memberikan pertimbangan terhadap kebijakan penyelenggaraan
SPIP; dan '

3) meningkatkan kualitas da
Kementerian Agama.

gkat Kementerian

n efektifitas penyelenggaraan SPIP

¢. Wakil Penanggung Jawab

Wakil Penanggung Jawab bertugas:

1) membantu Penanggung Jawab  dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP, baik di lingkungan kerjanya maupun pada
Sator/Kerja/UPT; ' _

2) membantu Penanggung Jawab dalam memberikan pertimbangan
terhadap kebijakan penyelenggaraan SPIP, baik di lingkungan
kerjanya maupun pada Satker /UPT; dan

3) membantu Penanggung Jawab dalam meningkatkan kualitas dan
efektifitas penyelenggaraan SPIP baik di lingkungan kerjanya
maupun pada Sator/Kerja/UPT.

d. Pengendali Mutu

Pengendali Mutu bertugas:

1) membantu Pengarah dan Penanggung Jawab dalam mengarahkan
dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;

2) membantu Pengarah dan Penanggung Jawab dalam melaksanakan
pengendalian kualitas penyelenggaraan SPIP;

3) melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP secara berkala
baik tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Kerja/UPT; dan

4) memberikan saran terhadap perbaikan atas kelemahan SPIP baik
tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Kerja/UPT.

e. Ketua

Ketua bertugas:

1) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

2) menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian Agama;

3) menyusun rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian
Kementerian Agama;

4) melakukan identifikasi risiko tingkat Kementerian/strategik/
kebijakan setiap awal periode renstra dan/atau revisi renstra; -

S) menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi;

6) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kebijakan; N

7) melakukan pemantauan secara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

8) melakukan analisis atas laporan penyelenggaraan SPIP Satuan
Kerja/UPT setiap akhir tahun anggaran,;
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9) menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi rencana tindak
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tahun anggaran: dan

10)melaporkan hasil penyelengga
kepada Menteri.

Wakil Ketua
Wakil Ketua bertugas:

1) membantu Ketua dalam men
Kementerian Agama;

2) membantu  Ketua dalam menyusun  kebijakan tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satker /UPT Kementerian Agama;

3) membantu Ketua dalam menyusun rencana aksi atas kelemahan
lingkungan pengendalian Kementerian Agama;

4) membantu Ketua dalam melakukan Identifikasi Risiko tingkat
Kementerian/strategik/ kebijakan setiap awal periode renstra;

S) membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan pengendalian atas
Risiko teridentifikasi;

6) membantu Ketua dalam menginformasikan kebijakan
pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan;

7) membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala
atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan:

8) membantu Ketua dalam melakukan analisis atas laporan
penyelenggaraan SPIP Satker /UPT setiap akhir tahun anggaran;

9) membantu Ketua dalam menyusun dan melaksanakan serta
mengevaluasi rencana tindak peningkatan maturitas SPIP
Kementerian Agama berdasarkan hasil penilaian BPKP setiap
tahun anggaran; dan

10) mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, apabila Ketua
berhalangan. ‘

raan SPIP Kementerian Agama

goordinasikan Penyelenggaraan SPIP

. Anggota
Anggota bertugas:

1) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP Kementerian Agama di
lingkungan unit kerjanya secara efektif dan bertanggung jawab;

2) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya
masing-masing; -

3) memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan SPIP
di lingkungan kerjanya masing-masing; dan

4) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Kementerian Agama. '

. Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

1) membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan kerjanya masing-
masing; :

2) mengoordinasikan pelaksanaan SPIP di lingkungan kerjanya
masing-masing;

3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPIP di lingkungan
kerjanya masing-masing secara berkala;

4) menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten; dan

S) melaporkan penyelenggaraan SPIP kepada Menteri setiap awal
bulan Desember tahun berjalan.

Koordinator
Koordinator bertugas:
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1) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama,;

2) menyusun bahan penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan

- SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama;

3) menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama; '

4) menyusun bahan Identifikasi Risiko
Kementerian / strategik/ kebijakan setiap awal periode renst

S) menyusun bahan penetapa
teridentifikasi:

6) menyusun bahan informasi kebijakan pen
seluruh penanggung jawab kebijakan;

7) menyusun bahan pemantauan atas efektifitas pengendalian yang
telah ditetapkan;

8) menyusun bahan analisis atas laporan penyelenggaraan SPIP
Satker/UPT setiap akhir tahun anggaran;

9) menyusun bahan pelaksanaan  dan evaluasi rencana tindak
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

10)menyusun bahan laporan hasil penyelenggaraan SPIP Kementerian
Agama kepada Menteri. ‘

Administrator bertugas:

1) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

2) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama;

3) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama;

4) menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat Kementerian/
strategik / kebijakan setiap awal periode renstra;

S) menyiapkan bahan  penetapan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi;

6) menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan;

7) menyiapkan bahan pemantauan atas efektifitas pengendalian yang
telah ditetapkan; _

8) menyiapkan bahan analisis atas laporan penyelenggaraan SPIP
Satker/UPT setiap akhir tahun anggaran;

9) menyiapkan bahan pelaksanakan dan evaluasi rencana tindak
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

10)menyiapkan = bahan laporan hasil penyelenggaraan  SPIP
Kementerian Agama kepada Menteri.

tingkat
ra;
n kebijakan pengendalian atas Risiko

gendalian kepada

. Sekretariat

Sekretariat bertugas:

1) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan
SPIP Kementerian Agama;

2) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyusunan
kebijakan tentang penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT
Kementerian Agama; : .

3) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama; o

4) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan identifikasi risiko
tingkat Kementerian /strategik/ kebijakan setiap awal periode renstra;



5)
6)
7)
8)

9)

10)mengumpulkan dan mendokum
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mengumpulkan dan mendokumentasik
pengendalian atas risiko teridentifikasi;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi kebijakan
pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan atas
efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan analisis atas laporan
penyelenggaraan SPIP Satker/UPT setiap akhir tahun anggaran;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pelaksanakan dan
evaluasi rencana tindak peningkatan maturitas SPIP Kementerian
Agama berdasarkan hasil penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

entasikan bahan laporan hasil
penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama kepada Menteri.

an bahan pénetapan kebijakan

B. Satuan Tugas SPIP pada Satker/UPT
1. Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselon | Pusat

Satuan Tugas SPIP pada Unit Esel

on I Pusat ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal
~dan Kepala Badan.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselon I Pusat terdiri
dari:

1)

2)

3)
4)

O)

6)

7)

8)

Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan;

Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata
Laksana pada Sekretariat Jenderal, serta Sekretaris pada
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

Anggota adalah seluruh Pejabat Eselon 11 pada Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;
Unit Pemilik Risiko adalah seluruh Unit Eselon II pada Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;
Pemilik Risiko adalah Pimpinan “pada Unit Eselon II pada
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal,
dan Badan;

Koordinator adalah Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan
Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata
Laksana pada Sekretariat Jenderal, Kepala Bagian Perencanaan,
Organisasi, dan Kepegawaian pada Inspektorat Jenderal, dan
Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum pada
Direktorat Jenderal, dan Badan;

Administrator adalah Kepala Sub Bagian Penyelesaian
Administrasi Hasil Pengawasan Internal pada Sekretariat Jenderal
dan Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan; dan _
Sekretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian Evaluasi Kinerja
Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan pada
Sckretariat Jenderal dan Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan

Tata Laksana pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan
Badan.
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b. Tugas

1)

2)

3)

Penanggung Jawab

Penanggl_mg Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Unit Eselon I terkait sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan
rencana tindak yang telah disusun.
Ketua

Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I terkait;

b) melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian; ‘

¢) membuat rencana aksi atas kelemahan
pengendalian Unit Eselon I terkait;

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun
anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

e) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

f) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengen-
dalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I
terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala

Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan.

Anggota
Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada tingkat eselon II, III,
dan IV di lingkungan unit kerjanya masing-masing secara
efektif dan bertanggung jawab;

b) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP pada tingkat eselon II,
IlI, dan IV di lingkungan unit kerjanya masing-masing;

c) memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan

- SPIP di lingkungan unit kerjanya masing-masing; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Unit Eselon I terkait.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas: :

a) memastikan penyelenggaraan SPIP pada tingkat eselon II, I,
dan-IV di lingkungan unit kerjanya telah dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada unit
Eselon II, III, dan IV di lingkungan unit kerjanya setiap awal

- tahun anggaran (setelah menerima DIPA);

c) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan pada unit Eselon II, Ill, dan IV di lingkungan
unit kerjanya; v ‘

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan pada unit Eselon II, III, dan IV di
lingkungan unit kerjanya;

lingkungan



7)
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e) melakukan Pémantauan secara berkala
pengendalian yang telah ditetapkan; dan
f) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada pada unit Eselon

IT, III, dan IV di lingkungan unit kerjanya kepada Ketua secara
periodik. _

atas efektifitas

Koordinator
Koordinator bertugas:

a) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I terkait;

b) menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Unit Eselon I terkait;

d) menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
sctiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

€) menyusun bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

f) menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

g) menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Eselon I terkait. :

Administrator

Administrator bertugas:

a) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I terkait;

b) menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Unit Eselon I terkait;

d) menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

€) menyiapkan -bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

f) menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

g menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Eselon I terkait.

Sekretariat A

Sekretariat bertugas:

a) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIP Unit Eselon 1 terkait;

b) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian; _

¢) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi

atas kelemahan lingkungan pengendalian pada Unit Eselon I
Pusat terkait;






